BERITA DAERAH KOTA CILEGON

MOTA CUEGON

TAHUN: 2017 NOMOR: 60
—

PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3)
huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, perlu menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pengelolaan Cédangan Pangan Pemerintah
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinst Banten {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4010};

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang...
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
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Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor

5680);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan

Ketahanan Pangan;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan
Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi lklim
Ekstrim;

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh

Pemerintah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah
Dalam Rangka Stabilisasi Harga.

12, Peraturan ...



12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten;

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cilegon Talrun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cilegon Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON

DAY Y
[TAY DA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.

2.

w

Pemerintah Daerabh. adalah Walikota beserta per-mgkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerahaclalah Walikota Cﬂ65011,

Dewan Ketabanan Pangmn aadah Dewan Keotshanan Pangan
Kota Cilegon vang merupakan lembaga non-struktural dan
memiliki tugas untuk merumuskan kebijkan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi
dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan
pangan nasion«d sesuai dengan amanat Peraturan Presiden

Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cilegomn, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah dacrah

yvang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.



7.
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11.

12.

13.

14,

15,

16.

I{elurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah dalam wilayah Kecamatan.

Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Seckretaris
Daeraly.

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan
bertangging wvab kepaas Wali Kotamelalui Ginmt.

Dinas Pengelolaadalah orgenisasi perangkat dacrah

membidangi ketahanan pangandi Kota Cilegon.

Kepala Dinas Pengelolaadalah kepala organisasi perangkat
daecrah yang membidangi ketahanan pangan di Kota Cilegon.
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah
Kota Cilegon

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebumnan, kehutanan, perikanan,
neternakan, DeY airan, dan air, aik vang diglah mannun tidalk
diclah yang diperuntukkan sebagai makanan atau mimunan
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,
bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dnlam proses penyiapan, pengolahan, danjatau pembuatan
malanan atgy minuman.

Panga n Pokok adala h ma noan vang diperunhik k an sebagai
makanan utama sehari-hari sesual dengan potensi sumber
daya dan kearifan lokal.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi
negara sampal dengan perseorangan, yang tercermin dari
tersedianya Pangan yang culgup, baik jumiah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjngkan
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat, untuk dapat hidup schat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.

Rawan Pangan adalabh kondisi suatu daerah, masyarakat,
atau rwmah tangga yang tingkat kefersediaan dan keamanan
pangannva f1rl&r ctikun untulk me ‘Lteng___i ot andar 1"5}‘..1..n1'19,._'{]
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fisiologis bagi pertumbuhan dan keschatan masyarakat.

17. Rawan ...



17.

18.

19.

b
c

21.

22,

23.

Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan
yvang mendadak dan sementara  yang disebabkan oleh
perbuatan manusia, bencana alam, bencana sosial, termasuk
terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan
masyarsakat akibat pertbahan muasin, perubahan hondisi
sosial ckonomi maupun scbab-sebab lainnya.

Rawan Pangan Pascabencana adalah rawan pangan sebagai
akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat
segera ciatasi

Keadaan DaruratPanganadalah adnlah keadaan kritis, tidak
menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang
memerfilm n tindalan serba cepat dan tepat diluar prosedur
biasaantara Ia;tn? bencana alam (gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjr, kekeringan, angin topan, tanah
longsor), bencana industri, bencana sosial (kebakaran

pemukiman, kerustithan), dan paceklik yang hebat.

. Rawan Pangan Transien, Rawann Pangan Pascabencana, dan

Keadpan Dar uratPanganselaniitnya  disebut  Kerawanan
Pangan.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yangselanjutnya
discbut CPPD, adalah persediaan pangan pokok yang dikuasai
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tim Pelaksana CPPD adalah tm vang di bentuk oleh
Pemerintah Dacmah yang bertugas untuk mengindentifikasi
dan memverifikasi masyarakat yang mengalami Keraweonan

Pangan di suatu wilayah, dan mengawasi peny/aluran CPPD.

Badan Usaha Milik Negara danfatau Badan Usaha Milk
Daerahdi Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Badan
Usaha, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
maodalnya iliki oleh Nega ra/Daera h melalui penyerton n
secara langsung yang berasal dari kekavvaan Negara/Daerah
yang dipisahkan, yang menyelenggarakan usaha logistik

pangan.

. Tittkk Bagi adalab lokasi penyerahan beras CPPD vyang

strategis dan terjangkau oleh masyarakatyang mengalami

kerawanan pangan.

25, Titik ...



25. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau
lokasi penyerahan beras CPPD dari Badan Usaha kepada Tim
Pelaksana CPPD di kantor kelurahan, atau lokasi lain yang
disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan
Badan Usaha. -

26. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Ciliegon, yaitu badan pemerohab duaerab yang melakukan
pen yelen ggarasn penanggulanga n hencana di Kota Gilegon,

s oS o

27. Tanggp [hrurat Bencana athb b serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat keiadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuban dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra sarana dan

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi organisasi
perangkat daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk menanganimasyarakat yang
mengalami rawan pangantransien, rawan pangan pascabencana,

dan keadaan daruratpangan secara cepat dan tepat.

BAB ...



BAB III
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Bagian ifesatu
Perencanaan dan Pengadaan
Pasal 4

Dnlam mengidentifikasi kebutuhandan penetapan volume CPPD
dilakukan dengan mempertimmbangkan:

a, Produksi pangan daerah;
b. Penanggulangan rawan pangan dan keadaan darurat pangan;
¢. Pengendalian harga serta pasokan pangan pokok; dan

d. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 5

Pengadaan beras CPPD dilaksanakan melalui perjanjian kerja
sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha
Milik Daerah di Bidang Pangan.

Pasal 6
Perppnjan kerjgasama schagaimana dimaksud dalam Pasal S
termasuk penyimpanan beras CPPL.
Bagian Kedua
Alokasi dan Sasaran
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi beras CPPD paling
sedikit 100 (seratus) ton per tahun,

(2) Beras sebagnimana dimaksud dalkam ayat (1) yaitu beras
kualitas medium.

Easal ...



Pasal 8

Jumbh beras vang disalurkan scbagaimena dimaksud dahom
Pasal 7, disesuaikan dengan indeks kebutuhan 300 (tiga ratus)
gram beras per orang per hari untuk jangka waktu sesucd hasil

identifikasi dan verifikasi.

Pasal 9

Sasaran penerima CPPD yaitu warga masyarakat Kota Cilegon di
wilayah atau lokasi yang mengalami:

a rawan pangan transien;
b. rawan pangan pasca-bencana,; dan/atau

c. keadaan darurat pangan.
Pasal 10

Penctapan wilayah atau lokasi yang dimaksud dalam Pasal 9
ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Lembaga pengelola CPPD
Pasal 11
(1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh Dinas Pengelola,

(2) Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yaim
orgamisasi perangkat daerah di Kota Cilegon yang menangani

ketahanan pangan.

Pasal 12

Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. melakukan  koordinasi dan  sinkronisasi dalam  hal
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaanCPPD  dengan
instansi terkait di tugkat kas

b. mengadakan kerja sama pengadaan, penyinapanan, dan

penyaluran beras CPPD dengan Badan Usaha;

c. menentukan ...



(1)

(2]

@

menentukan jumlah beras yang disalurkan dan mencatat stok
vang masih tersedia;

mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan dan
pengelolaanCPPD;

melaporkan pelaksanaan pengelolaan CPPD kepada Wali Kota,

Pasal 13

Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPPD,
dibentuk Tim Pelaksana CPPD, yang terdiri atas perangkat
daerah terkait, unsur Kecamatan dan Kelurahan.

Timn Pelaksana ©CPPD yang dumpaksud pada ayat (i)

©

Indentifikasi masyarakat vyang mengalami keraywanan
pangan dan memverifikasi kebutuhan beras yang akan

disalurkan.

b. Pengawasan

o
-

Unsur kecamaian dau keluraban  yang lerlibat dalam Tim
Pelaksana CPPD  schagaimena dishutk an pab ayat (1)
adalah dari wilaysh atau lokasi yang sudah ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.

Pembentukan Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud

pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Mek anisme Pemvpabaran CPPD

Pasal i4

Penyaluran CPPD dilaksanakan melalui perintah Wali Kota kepada

Kepala Dinas Pengelola.

Pasal ...
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Pasal 15

Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dilaksanakan berdasarkan pengatuan dari Camat dan/atau

tindak lanjut dari penyelenggaraan penanggulangan tanggap
darurat bencana oleh BPBD.

Penyaluran CPPD berdasarkan pengajuan dari  Camat

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Camat mengajukan permohonan kepaca Wali Kota melalui

.

o

o

Dinas Pengelola dengan melampirkan data dan informasi

awal jumiah masyarakat dan wilayah atau lokasi yang

B

engalami kaawams 1 pangan.

=

ali Kota memerintabkan Kepala Dinas Pengeloia untuk
miengidentifikasi dan memverifikasi m asyarak at dan lok asi

va g menga lame ke rawanan pangan

Kepaia Dinas Pengelola menugaskan Tim Pelaksana CPPD
untuk  mengidentifiltasi dan memwesrifilad jumlah

masyarakat yvang mengalami kerawanan pangan  serta

TTeTIII patoure

kebutuhan CPPD yang akan disalurkan.

verifikasi tersebut kepada Wali Kota.

Y

VAl Ko tamengeluart'sen surat lepitusa n v e menetap kan

dimaksud pada huraf a sebagai sasaran penyaluran CPPD.

Kepala Dinas Pengelola mengirimkan surat permintaan

kepada Badan Usabha untuk mengcluarkan beras CPPD.

nsur-unsur dinas dan badan dek m Tim Pelaksa na (PIPD
bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran beras

CPPD dari gudang Badan Usaha sampai titik distribusi.
Unsur keca matan dan keluwahan dabm Tim Pdaksana

CPPD bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran
dari titik distribusi ke titik bagi.

{3} Penyaluran ...



(3) Penyaluran  CPPD  berdasarkan  tindak  lanjut  dari

(2)

peny/elenggaraan penanggulangan tanggap darurat bencana
oleh BPBD sebagai berikut:

.

o

'

Wali Kota mengeluarkan surat keputusan pencabutan masa
tanggap darurat bencana.,

Wali Kola memerintah kan Kepala Dinas Pengelola untuk
mengidentifikasi dan memverifi kasi masyarakat dan lokasi
yAang mengalami rawan pangan pascabencana.

Kepala Dinas Pengelola menugaskan Tim Pelaksana CPPD
untuk  mengidentifikasi dan memverifikasi jumlah
masyarakat yang mengalami rawan pangan pascabencana
seita k ebubiaiban CPPD yang akan disalwrk an

Kepala Dinas Pengelola melaporkan hasil identifikasi dan
verifi kasi tersebut kepada Wali Kotz

Wali Kota mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan
masyarakat di wilayah atau lokasi sebagaimana yang
dimaksud pada huruf b sebagai sasaran penyaluran CPPD.
Kepala Dinss DPongelola mongidn kan surat pormintaa n
kepada Badan Usaha untuk mengeluarkan beras CPPD.
Unsur-unsur dinas dan baclan dalam Tim Pelaksana CPPD
bertanggung jpwab dalam pengawasan penyaluran beras
CPPD dari gudang Badan Usaha sampai titik distribuasi.
Unsur kecamatan dan kelurahan dalam Tim Pelaksana
CPID bertanggiang @awab dalam pangawssed periyaluran

dari titik distribusi ke titik hagi.

Bagian Kelima

Pengendalia

D
B

Pagal 16

Peman fanan dilaksanakan oleh Dinas Pengelola den gamn:

a. Pemantauan stok CPPD di gudang Badan Usaha.

b.

Pemantauan ke wilayah yang berpotensi mengalami rawan

pangan.

Fvaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pengelola dan Dewan

T7 et T

Bl

_abanan Pangan
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BAB 1V

PEIVIBIAYA AN

ot

1r7
£ L

T A~
f

:

{1) Pembiayaan untuk pengeloiaan €PPD dibebankan pada APBD

-

{ota Cilegon.

p“i

Pembiavaan pen gelola an CPPD meliputii

3
)

Pengadaan beras CPPD;

Penyimpanan beras CPPD;

T B

Penyaluran beras €PPD dari gudang Badan Usaha sampai
titik distribusi dan titik bagi;
d. Dukungan operasional pengelolaan CPPD,

Pembrayaan sebagaimana pada avat {2) huruf a dan b

——,
N
S

bersuimber  dari Bdanp  Tidak  Langsung Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(DPA PPKD) pada BPKAD.

(4} Pemblayaan sebagaimana pada ayai (2} bhwaf ¢ dan d
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi

Perangkat Daerah (DPA OPD) pada Dinas Pengelola.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 13

Pelaporan mengenai pelaksanaan pengelolaan CPPD dilaksanakan

oleh Dinas Pengelola,

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengadaan beras CPPD yaing berstumber dat APBD Te i Anggarau
2017 dan Tahun Anggaran 2018 disecsuasikan dengan kemayonpuan

keunngan Daerah yang telnh ditetay skan

[ o
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini denganpenempatannya dalam Berita Dacrah
Kota Cilegon

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 13 November 2017
Pit. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 13 November 2017
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WA LIKOTA CILE GON

NOIWVIOR 60 TAHIIN 2017
TENTANG
PEDOIVIAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAHMH DAERAH

Beras merupakan kebuiuban pangan pokok yang bersif ai mendasar, sehingga
memilild sifat strategis dalam pemba ngunan, baik tingkal nasional maupun

tingkat Daerah. Pemerintah Daerah mengupayakan agar sctiap rumah tangga
mampu mengakses pangan sesust  kebutubannya dalam  mewujudkan
ketersediaan pangan yang cukup bagi selurubh penduduk. Hal tersebut

merupakan tujuan utama dalam pembangunan ketahanan pangan.

Dalam rangka otonomm daerah, urusan pangan menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang pelaksanaan
operasionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-
masing, Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Pangan,
khususnya pada pasal 23, 27, dan 29 menjelaskan, bahwa mevwuiudkan
ketahan-n pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat,
di mana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan
segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui
penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdini atas cadangan pangan

pemerintah dan cadangan pangan masyarakat,

Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan salah satu sumber penyediaan
pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus
diselenggarakan Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan spesifik daerah sebagai

tinds ¥k lan jut kebijpkan pemerintah pusat
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Pengelolaan cadangan pangan bertujuan agar pemerintah daerah  dapat
mexigatasi masalah pangan yang timbul apabila terjadi kerawanan pangan
dengan cepat dan tepat. Cadangan pangan tersebut dapat disalurkan untuk
menanganikerawanan pangan yang berpotensi menimbul kan keiaparan.

envalnran cadanoan T AN eri ntah dasro h herdala n sesugl kb ef ot
Agar adangan pangan pemerintah daga b berjala n sesual kKetentzan

ettt St et

dan tepat sasaran, maka perlu dibuat peraturan Walikota tentang pedoman
pengelolaan cadangan pangan pemerintah dacrah yang dapat menjadi acuan
bagi org-usasi perangkat daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan

Pemeri nitaly Dacrah.,
il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Huruf a
Produksi pangan daerah yaitu beras yang dihasilkanpetani di dalam
wilavyah administrasi Kota Cilegon
Huruf b
Pemerintah  Daerah mengidentifikast kebutubzin CPPD  yang
diverrukan da b penangana 1 kK erawanan pangan vang melipufs
Potensi terjadinya rawan pangan transien;

1)
2) Potesi terjadinya bencana;

oo

Peny/ebab tunbulnya bencana;
4) Dampak/ kerugian yang diakibatkan terjadinya bencana;
3 Dampak kemanusizan (potensi jumlah korban manusia)

6) Kedalaman dampak (potensi kerugian materi).

Huruf..
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Huruf ¢

Perkembangan harga beras dan pasokan beras dari Iluar Kota
Cilegon.

Huaruf d
Angka kecukupan gizi yang ditetapkan dalamm peraturan yang
berlaku secara Nasional. Angka kecukupan gizi yaitu besarnya zat
gizi yang diperiukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk

{}s?ti}af -L.lf {'{_‘{i} Sﬁl-} c 4_1‘1‘3-, d.aﬂ p.x uul’u. ..f

Perianiian keria sama dengan Baclan Us ahamelipu tinota
kesepabaman/ MoU dan perjanjian kerja sama penyedlaan penyimpanan,
serta pengangkutanberas CPPD. Mckanisme perjanjian Kerja sama antara
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha selanjutnya diatur dalan

Petunjuk Teknis.

Pasal 6
Deras CPPD Kota Cilegon disimpan di gudang Dadan Usaha dan bila ada
penvaluran CPPD makapengangkutan beras ke titik distribusi dilakukan
oleh Badan Usaha sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan
tertuang dalam surat perjanjian kerja sama.

Pasal 7

Ayat (1)
Apabila pada akhir tahun berjalan terdapat cadangan beras CPPD di
bawah 100 ('Scratus)' ton, maka kelmangannya akan dipenuhi pada tahun

CaEA T B Tl 1"').[‘1'!1'!"!
Lisit paied LCRLERLLL

L
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Yong dmakswl dengan beras kualitay medium yaitu beras dengan
kualitas medium yang dimaksud yaitu beras dengan kriteria kadar air
maksimum HS46, butir patah maksimum 20%4, kadar menir maksimum 2%4q
dan derajat sosoh minimum 95%.

Pasal ...
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Pasal 8 :
Volume paket beras CPPD yang disalurkenn kepada masvarakat yang
mengalami kerawanan pangan yaitu 300 gram beras dikali jumlah anggota

R T PR T T S TR, R SR R S ot
keluarga dikali jumlah hari yaig direk omendasi kan Tim Pelaksana CPED.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup) jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Anggota Tim Pelaksana CPPD dari setiap unsur merupakan petugas
yang berkompeten dengan penanganan bencana di instansinya

T T e T T Foes T D Ry SESLTTTTT SETROS L SsEITTTITTY srrer Ty y sa T

masing-masing, .Jumlah personil disesuaikan dengan prinsip

cfektivitas dan efisiensi.

Ayat (2)
Heufa
Cukup jelas
Hurufb

Pembagian tugas tim pelaksana CPPD:

1. Unsur dinas dan badan bertanggung jawab dalam
pengawasan peny *lumn davi gudangBadan Usaha sampai
titik distribusi

2. Unsurkecamatan dan kelurahan bertanggung jawab dalam
peugawasan penyaluram dard tittde distribusi ke ik bagl

Huoruf ¢
Pelaporan meliputi berita acara serah terima dan laporan
penyaluran CPPD,
Ayat (3)
Cukcup flas.
Ayat (4}
Cukup jelas.

Pasal ...



Pasal 14
Cukupjelas
Pasal 15
Ayat 2
Hurufa
Permohonan penyaiuran CPPD dari Lurah, masyarakat, atau

orgamisasi kemasyarakatan, bamus dengan sepengetahnian Camat

setempat dan ditindaklanjuti dengan surat permohonan dari Camat
kepada Wali Kota.
Huruflb

Cukup jelas

Caknp jelas
Huruf d

Cukupjelas
Hurufe

Cukupjelas
Huruff

Cukup jelas
Hurufg

Cukup j;las
Huruf h |

Cukupjelas

Ayat3

Cukup Jelas

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Wilayah yang berpotensi mengalami rawan pangan di Kota
Cilegon dapat diketabhul berdasarkan hasil anaiisis oleh Dinas

Pengelola,

Avat (2)
Evaluasi pengelolaan CPPD yang meliputi pengadaan beras CPPD,
penyimpanan, mekanisme penyaluran, dan dukungan operasional.
Pasal ...
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Pasal 17
- Cukupjelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
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